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PKB Nilai Target PAD Belum Optimal

Pemkab Diminta
untuk Melakukan
Terobosan

GRESIK, Jawa Pos - Pemkab
dan DPRD Gresik sejauh ini
terus berupaya merampungkan
rancangan anggaran penda-
patan dan belanja daerah
(RAPBD) 2021, Dampak pan-
demi, pemkab pun mempro-
yeksikan target pendapatan
pada tahun depan hanya
berkisar Rp 3,2 triliun. Sedang-
kan total kebutuhan belanja

Rp 3,4 triliun.
*  Proyeksi pendapatan itu,:
antara lain, berasal dari

.

pendapatan asli daerah (PAD)

dengan nilai Rp 1,1 triliun, PAD

tersebut bersumber dari pajak
daerah Rp 709 miliar dan
retribusi daerah Rp 134 miliar.
Proyeksi target PAD 2021 itu
naikjika dibandingkan APBD
2020 setelah perubahan dengan
jumlah Rp 851 miliar.
Menurut Siti Fatimah, anggota
Fraksi PKB DPRD Gresik, pro-

yeksi target pendapatan dari -

pajak dan retribusi daerah itu
masih bisa ditingkatkan lagi.
Dari pajak reklame, misalnya,
pemkab mematoktargetRp 4,5

miliar. "Menurut kami belum.

optimal. Sebab, reklame adalah
bagian yang tak terpisahkan
dari kehidupan perkotaan,”

Subbagian Hubungan Masyarakat
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

katanya saat membacakan pan-
dangan umum (PU) Fraksi PKB
dalamrapat paripurna RAPBD

- 2021 akhir pekan lalu,

Karena itu, lanjut dia, pajak
reklame seharusnya bisamen-
jadi salah satu sumber PAD.
Pihaknya pun berharap ada
penambahan target. Begitujuga
potensi dari pajak penerangan
jalan (PP]), khususnyanon-PLN,
yang ditargetkan Rp 19 miliar.
Angka tersebut masih bisa
dimaksimalkan lagi. "Perlu ada
identifikasi dan intensifikasi dari
PPJini. Khususnya yang berasal
dari pabrik-pabrik,’ papamya.

Lalu, pendapatan parkir pada
2021 ditargetkan Rp 6 miliar. Angka
itu dinilai PKB masih rendah.

Apalagi pada tahun depan diren-
canakan ada kenaikan tarif parkir.
Dia berharap ada inovasi dan
terobosan yang berani untuk
meningkatkan potensi dari parkir.
"Misalnya dengan memanfaatkan
sistem e-parking di tempat-
tempat atau gedung-gedung
tertentu,’ kata Fatimah.

Pajak bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan
(BPHTB) juga butuh pening-
katan. Eksekutif menargetkan
pendapatan dari BPHTB hanya
Rp 300 miliar. "Seharusnya bisa
lebih dimaksimalkan, Salah
satu caranya, menjalin kerja
sama dengan pemerintah desa
untuk mengidentifikasi lahan
yang sudah berpindah kepe-

milikan,” paparnya.

Beberapa pendapatan dari
retribusi juga masih mungkin
digenjotlagi. Sebut saja, target
retribusipelayanan persampahan
atau kebersihan yang hanya
berada di angka Rp 800 juta.
Dia berharap pemkab melakukan
langkah-langkah evaluasi.
Termasuk merevisi peraturan
daerah (perda) yang menjadi
dasar pemungutan.

"Metode pemungutan harus
diubah dengan prinsip jemput
bola bagi para wajib retribusi.
Tidak hanya mengandalkan
sistem penitipan kepada pihak
lain. Harus ada inovasi metode
pemungutannya,” tuturnya.

Sementara itu, juru bicara

Fraksi Nasdem M. Nasir Cholil
dalam PU yang disampaikan
menyebutkan, dalam postur
RAPBD 2021 terlihat alokasi
anggaran pelayanan dasar
paling besar, yaitu 56,11 persen.
Namun, pihaknya mencermati
anggaran itu lebih banyak
digunakan untuk biaya gaji,
insentif, dan operasional.
Begitu juga penunjang urusan

- pemerintah yang dialokasikan

24,46 persen. "Lebih banyak
untuk perencanaan dan mo-
nitoring yang notabene tidak
bersinggungan dengan ke-
pentingan publik, tapi admi-
nistratif,” ujarnya.

Menurut Nasir, pendapatan
di RAPBD 2021 hanya ditarget-

kan Rp 3,238 triliun, sedangkan
kebutuhan belanja Rp 3,4 triliun.
Dengan begitu, ada defisit Rp
161,9 miliar atau 4,76 persen.
Namun, seperti APBD sebelum-
nya, defisit tersebut bisa ditutup
dengan menggunakansisa lebih
pembiayaan anggaran (silpa)
2020. "Artinya sudah dilakukan
antisipasi terhadap belanja
anggaran yang mengalami defisit
tersebut. Kami mengapresiasi
langkah itu,” katanya.

Dia juga berharap ada komit-
men pemkab dalam mening-
katkan kelompok petani, nelayan,
perdagangan, dan perindustrian.
Sebab, dari RAPBD, alokasi ang-
garan untuk kelompok tersebut
hanya 1,77 persen. (yog/c7/hud)



